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ABSTRAK

Penetapan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP)
merupakan tahap awal yang menentukan legalitas dan arah
pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Dalam praktiknya,
penetapan WIUP tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga
berkaitan langsung dengan sistem penataan ruang sebagai instrumen
pengendalian pemanfaatan wilayah. Permasalahan muncul ketika
regulasi pertambangan memberikan fleksibilitas dalam penetapan
WIUP, sementara regulasi penataan ruang mensyaratkan kesesuaian
kegiatan dengan rencana tata ruang sebagai prasyarat dasar
perizinan. Perbedaan konstruksi norma tersebut menimbulkan
potensi disharmoni dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan
WIUP menurut kedua regulasi serta menilai pengaturannya
berdasarkan asas kepastian hukum dan magashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan
perbandingan antar regulasi. Kerangka teori yang digunakan adalah
teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menempatkan
kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum di
samping keadilan dan kemanfaatan. Teori ini digunakan untuk
menilai kejelasan, konsistensi, dan harmonisasi norma dalam
pengaturan WIUP. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori
magashid syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser
Auda dan Yusuf al-Qaradawi, khususnya terkait perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari tujuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan
WIUP dalam regulasi pertambangan belum sepenuhnya terintegrasi
dengan sistem penataan ruang sehingga  menimbulkan
ketidakselarasan normatif dan potensi ketidakpastian dalam
penerbitan izin usaha pertambangan. Dari perspektif kepastian
hukum, ditemukan kelemahan pada aspek kejelasan batasan norma
dan harmonisasi antar peraturan. Dari perspektif magasid syariah,
fleksibilitas penetapan WIUP tanpa parameter yang tegas berpotensi
mengabaikan prinsip kemaslahatan dan perlindungan lingkungan.
Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan WIUP yang
harmonis guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan
antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.



Kata Kunci: WIUP; Tata Ruang; Kepastian Hukum; Magasid
Syariah; Perlindungan Lingkungan; Harmonisasi.



vi

ABSTRACT

The determination of Mining Business Permit Areas
(WIUP) constitutes the initial stage that defines the legality and
direction of mineral and coal resource utilization. In practice, the
designation of WIUP is not merely administrative in nature but is
intrinsically linked to the spatial planning system as an instrument
for controlling land use. Legal issues arise when mining regulations
provide flexibility in the designation of WIUP, while spatial
planning regulations require conformity between proposed activities
and spatial plans as a prerequisite for licensing. This divergence in
normative construction generates potential disharmony and legal
uncertainty. Against this background, this study examines the
mechanism for determining WIUP under both regulatory regimes
and evaluates its legal framework based on the principle of legal
certainty and magasid al-shariah.

This research employs a normative juridical method using
statutory and conceptual approaches. The theoretical framework is
grounded in the theory of legal certainty developed by Gustav
Radbruch, who positions legal certainty as one of the three
fundamental values of law, alongside justice and expediency. This
theory is applied to assess the clarity, consistency, and
harmonization of norms governing WIUP. In addition, this study
adopts the contemporary theory of magasid al-shariah as developed
by Jasser Auda and Yusuf al-Qaradawi, particularly with regard to
environmental protection as an integral objective of law.

The findings indicate that the mechanism for determining
WIUP under mining regulations has not been fully integrated with
the spatial planning system, thereby creating normative tension and
potential legal uncertainty in the issuance of mining business
permits. From the perspective of legal certainty, weaknesses are
identified in the clarity of normative limitations and regulatory
synchronization. From the standpoint of maqgasid al-shariah,
excessive flexibility in WIUP designation without clear parameters
risks undermining the principles of public welfare and
environmental protection. Accordingly, a harmonized regulatory
reconstruction of WIUP is necessary to ensure legal certainty and to
maintain a balance between resource utilization and environmental
sustainability.
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MOTTO
Tidak perlu khawatir masa depan, serta tidak perlu
menyesali masa lalu, maka kita bisa bahagia hari ini.

(Petuah yang menjadi penutup dari banyak ayat dalam ummul
kitab)



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan orang-
orang disekitar penulis, serta tidak lupa karya ini
dipersembahkan untuk para insan yang tidak pernah

melupakan hablum minal alam.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan
dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-
Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan

transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab




Xi

Alif

Tidak

dilambangkan

Tidak
dilambangkan

Ba B Be
Ta T Te
Sa S es (dengan titik
di atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik
di bawah)
Kha Kh ka dan ha
Dal D De
Zal Z Zet (dengan titik
di atas)
Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
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ui Syin Sy es dan ye
) Sad $ es (dengan titik
di bawah)
) Dad d de (dengan titik
di bawah)
b Ta t te (dengan titik di
bawah)
§A Za z zet (dengan titik
di bawah)
& “ain koma terbalik (di
atas)
'& Gain G Ge
s Fa F Ef
K Qaf Q Ki
Sl Kaf K Ka
d Lam L El
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a Mim M Em
O Nun N En
P Wau \W We
ry Ha H Ha
e Hamzah ‘ Apostrof
T Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf
Arab

Nama

Huruf Latin

Nama




Xiv

C Fathah A A
- Kasrah I I
2 Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa

gabungan

antara

dan

huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai
berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
s Fathah dan Al adanu
ya
9 Fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
- XK kataba
- dﬁ fa'ala
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’S;}

suila
- &X  kaifa
- J5 haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
“...\ | Fathah dan alif A a dan garis di
atau ya atas
s Kasrah dan ya I i dan garis di
atas
T Dammah dan U u dan garis di
wau atas

Contoh:
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qala

- (A) rama

qila

39 yagqilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya
adalah “t”.

Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang
al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- JihYldsay) raudah al-atfal/raudahtul atfal
- i;jl’d\ ‘f\-‘:’ﬂ-d\ al-madmah al-munawwarah/al-

madinatul munawwarah
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ooaalh talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda
tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- d)—i nazzala

- 50 albirr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata

sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang vyang diikuti oleh huruf
syamsiyah  ditransliterasikan  sesuai  dengan
bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf
gamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan
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aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- JA5 arrajulu

- Al algalamu
- (il gsy-syamsu
I al-jalatu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- 3;\3 ta’khuzu

- :fw syai’un

- ¢ an-nav’u



XiX

- o) inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

807

GBS A s &) g Wa  innallaha
lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa
khairurraziqgin
- LA 3R A Al Bismillahi

majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
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diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:
o Cpallaldl G b Aal) Alhamdu lillzhi rabbi al-
“alamin/
Alhamdu lillahi rabbil
‘alamin
- eﬂéﬁh uﬂéj‘ Ar-rahmanir

rahTm/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan
kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada
huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:
- g‘:‘;_) 3)5‘; ) Allaahu gafiirun rahim
o ied S3aY1 Lillahi al-amru

jam1 an/Lillahil-amru jam1 an

J. Tajwid
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Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan Illmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya mineral merupakan isu strategis
yang berkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk mewujudkan amanat tersebut, hilirisasi minerba
ditetapkan sebagai agenda nasional guna meningkatkan nilai
tambah sumber daya, memperkuat daya saing industri, dan
mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.!
Upaya ini kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, yang diharapkan dapat memperkuat

arah kebijakan hilirisasi di Indonesia.

Kebijakan hilirisasi minerba berkaitan langsung
dengan regulasi perizinan berusaha dan penataan ruang yang

direformulasi melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

! Chrissostomus Sitohang dkk., “Hilirisasi Komoditi Mineral:
Studi Kasus Nikel Di Indonesia,” Jurnal llmiah Ekonomi Dan Manajemen,
Vol. 3:2 (2025), him. 1.



tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Pasal 52
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
menegaskan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus
dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Prinsip tersebut
dioperasionalkan secara mendetail melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menegaskan
bahwa pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha melalui KKPR
(Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang) meliputi
konfirmasi KKPR jika RDRT (Rencana Detail Tata Ruang )
sudah tersedia atau persetujuan KKPR jika jika RDRT belum
tersedia. Regulasi ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi
rencana detail tata ruang daerah belum tersedia, penilaian
kesesuaian lokasi usaha harus merujuk pada rencana tata ruang

yang lebih tinggi.® Aturan konfirmasi dan persetujuan KKPR

2 Bunyi Pasal 5 ayat (1) PP No.5 Tahun 2021: “Persyaratan dasar
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang persetujuan lingkungan,
persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat lain fungsi.”

33 Bunyi Pasal 21 PP No. 28 Tahun 2025: “Penilaian dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan
komplementer berdasarkan: a. RTR wilayah kabupaten/kota; b. RTR
wilayah provinsi; c¢. RTR kawasan strategis nasional; d. RTR
pulau/kepulauan; dan/atau e. RTR wilayah nasional.”



berlaku menyeluruh, namun bisa terjadi pengecualian seperti
tertera dalam Pasal 19* Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun demikian, konstruksi normatif tersebut tidak
diterapkan secara kaku dalam seluruh sektor usaha. Dalam
sektor pertambangan mineral dan batubara, pembentuk
undang-undang memperkenalkan mekanisme fleksibilisasi
terhadap prinsip kesesuaian tata ruang. Kebijakan hilirisasi
minerba yang menuntut percepatan pemanfaatan sumber daya
alam mendorong penyesuaian pengaturan pemanfaatan ruang.
Pasal 17A° Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara membuka ruang

penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai

4 Bunyi Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No. 58 Tahun 2017:
“Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak
dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat
dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang. (3) Terhadap lokasi Proyek
Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang
kabupaten/kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat
memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek
Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

° Bunyi Pasal 17A UU No.2 Tahun 2025: ” Dalam hal belum
terdapat penetapan tata ruang dan/ atau kawasan, penetapan WIUP Mineral
logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi
dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan
Usaha Pertambangan.”



dasar pemanfaatan ruang meskipun tata ruang belum
ditetapkan, termasuk untuk mendukung kebijakan peningkatan

nilai tambah atau hilirisasi.®

Artinya regulasi minerba
menjadikan WIUP sebagai dasar penetapan tata ruang apabila
RTRD belum tersedia, sedangkan regulasi tata ruang
menjadikan rencana tata ruang lain, baik regional maupun
nasional sebagai dasar penetapan tata ruang apabila RTRD

belum tersedia.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan
disharmonisasi norma antara regulasi perizinan berusaha
berbasis tata ruang dan pengendalian lingkungan sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 21
Tahun 2021 dengan regulasi perizinan sektoral pertambangan
yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya sebagaimana
diatur dalam UU Minerba. Disharmonisasi tersebut
berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penetapan izin
pertambangan, serta berpotensi menggeser fungsi tata ruang
sebagai instrumen preventif pengendalian lingkungan,
khususnya ketika kegiatan pertambangan secara umum tidak
secara otomatis dikualifikasikan sebagai Proyek Strategis

Nasional.

6 Antonius Aditantyo dkk., “Analisis Kebijakan Problematika UU
No. 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Publish Wait You Pay
(2025), hlm. 8.



Penelitian ini memfokuskan kajian pada kepastian
hukum penetapan WIUP sebagai fondasi yuridis dalam
perizinan pertambangan yang berbasis tata ruang, serta
implikasinya terhadap kepastian hukum penerbitan Izin Usaha
Pertambangan. Fokus tersebut diletakkan dalam perspektif
teori kepastian hukum yang menekankan kejelasan norma,
konsistensi pengaturan, dan kepastian akibat hukum dari
keputusan administrasi negara. Sejauh ini, kajian mengenai
pertambangan pasca UU Ciptaker lebih banyak menyoroti
kebijakan  hilirisasi, penyederhanaan perizinan, dan
fleksibilitas penataan ruang dalam rangka percepatan
investasi, tanpa menempatkan pengaturan WIUP sebagai titik
awal yang menentukan kepastian hukum perizinan. Oleh
karena itu, penelitian ini menghadirkan sudut pandang
normatif dengan menelaah pengaturan penetapan WIUP dalam
relasinya dengan rencana tata ruang wilayah sebagai faktor
kunci konsistensi regulasi perizinan dan kepastian hukum

kegiatan pertambangan.

Problematika yang hadir di penelitian ini berpusat pada
undang-undang dan peraturan., dimana ketentuan tersebut
dikategorikan furu’(cabang). Ketentuan furu’ sendiri tidak

akan terpisah dari ketentuan agama menurut ajaran Islam.’

7 Muhammad Nur, “Integrasi dan Interkoneksi Agama dan
Politik,” Jurnal In Right, Vol.5:1 (2015), hlm. 16.



Maka pendekatan keislaman berbasis magasid syari’ah cocok
menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Pendekatan
maqosid syari’ah relevan digunakan karena tidak hanya
mencakup lima prinsip utama perlindungan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, tetapi juga berkembang pada prinsip hifz
al-bi’ah sebagai landasan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam konteks pertambangan minerba, prinsip ini menjadi
dasar normatif untuk menilai kebijakan perizinan tidak semata
dari aspek percepatan investasi, tetapi juga dari jaminan
keberlanjutan ekologis dan kemaslahatan jangka panjang.
Teori memungkinkan penilaian kepastian hukum perizinan
pertambangan  secara  lebih  komprehensif  dengan
menempatkan kepentingan ekonomi dan perlindungan
lingkungan melalui pendekatan yang berlandaskan pada

konsep maslahat sebagai inti dari maqashid syariah.®

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penetapan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam relasinya dengan
rencana tata ruang wilayah sebagai fondasi yuridis perizinan
pertambangan. Penelitian ini menelaah sejauh mana regulasi
pertambangan mampu menjamin kejelasan norma, konsistensi

pengaturan, serta keselarasan antara kepentingan pemanfaatan

8 Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, “Figh
Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Magqashid
Syariah,” Syariah: Journal of Figh Studies, Vol.1:2 (2023), hlm. 107.



sumber daya, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum
sejak tahap hulu perizinan. Dengan menempatkan penetapan
WIUP sebagai simpul normatif awal yang menentukan
legitimasi pemberian izin pertambangan berikutnya, penelitian
ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan
minerba yang lebih jelas, konsisten, dan berkeadilan guna
mendukung pelaksanaan kebijakan hilirisasi mineral dan

batubara yang berkelanjutan.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan
beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan problematika dalam penetapan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan
regulasi pertambangan mineral dan batubara serta regulasi
penataan ruang di Indonesia?

2. Apakah pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) sudah sesuai berdasarkan asas
kepastian hukum dan maqasid syari’ah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:



1. Untuk menjelaskan mekanisme penetapan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan berdasarkan regulasi mineral dan
batubara dan tata ruang di Indonesia.

2. Untuk mengukur kesesuaian pengaturan penetapan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan asas

kepastian hukum dan maqashid syari’ah.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,

penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis:
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum
tata negara dan hukum pertambangan dengan memberikan
perspektif baru mengenai hubungan antara kepastian
hukum, efektivitas hilirisasi minerba, dan prinsip magqasid
syari’ah sebagai pendekatan prev entif dalam perumusan
kejakan publik. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat
menjadi referensi konseptual bagi pengembangan teori
kepastian hukum yang berorientasi pada efektivitas
implementasi regulasi di sektor sumber daya alam. Selain
itu, penelitian ini juga berkontribusi pada integrasi nilai-
nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional,
khususnya dalam aspek pencegahan ketidakpastian dan

penyimpangan hukum di bidang pertambangan.



2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan
rekomendasi  konstruktif bagi  pemerintah  dalam
memperbaiki sistem perizinan tambang agar lebih
transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan hilirisasi
minerba. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan
bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil
dalam menilai efektivitas regulasi Minerba serta
implikasinya terhadap tata kelola sumber daya alam yang
berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini berperan
dalam mendorong terciptanya kebijakan pertambangan
yang konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada
keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, artikel karya Friskilia Junisa Bastiana Darongke dan
Dientje Rumimpunu berjudul “Efektivitas Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha

9

Pertambangan Mineral di Indonesia™ mengkaji perizinan

pertambangan dalam konteks sentralisasi kewenangan pada

® Friskilia Darongke dkk., “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di
Indonesia,” Lex Privatum, Vol.10:3 (2022).
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pemerintah pusat. Kajian ini menunjukkan bahwa sentralisasi
perizinan berimplikasi pada melemahnya keterkaitan antara
penetapan WIUP dan rencana tata ruang daerah. Namun,
penelitian tersebut belum mengkaji secara normatif konflik
antara regulasi pertambangan dan regulasi penataan ruang.
Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis
konflik norma Undang Undang Minerba dan Undang Undang
Penataan Ruang serta implikasinya terhadap kepastian hukum

dan kedudukan tata ruang daerah.

Kedua, artikel karya Nizhaf Roazi Jamil berjudul
“Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah”'° mengkaji
dampak penarikan kewenangan perizinan pertambangan ke
pemerintah pusat terhadap prinsip otonomi daerah. Penelitian
ini menunjukkan bahwa berkurangnya peran strategis
pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan
pertambangan = berdampak pada melemahnya prinsip
desentralisasi. Temuan tersebut relevan sebagai konteks

struktural yang menjelaskan menguatnya regulasi perizinan

10 Nizhaf Roazi Jamil, “Problematika Penerapan Izin Usaha
Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi
Daerah,” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 2, no.
2 (2022).
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pertambangan. Namun penelitian ini belum mengaitkan
sentralisasi perizinan dengan persoalan tata ruang daerah dan
konflik norma antara regulasi pertambangan dan regulasi
penataan ruang. Berbeda dari kajian tersebut penelitian ini
menempatkan sentralisasi sebagai latar kebijakan untuk
menganalisis ketidakpastian norma dalam mekanisme izin
usaha pertambangan serta implikasinya terhadap kepastian
hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kerangka

hilirisasi mineral dan batubara.

Ketiga, artikel karya Rizki Firdaus, Elita Rahmi, dan
Raden Sarwani berjudul “Kebijakan Kawasan Tata Ruang
dalam Rangka Pembangunan Pertambangan di Provinsi

Jambi”1!

mengkaji harmonisasi kebijakan tata ruang
pertambangan di tingkat daerah dengan menyoroti relasi antara
RTRW dan penetapan wilayah pertambangan. Kajian ini
menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tata ruang menimbulkan
ketidakpastian hukum serta konflik pemanfaatan ruang.
Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak
pada perhatian yang sama terhadap isu kepastian hukum dalam
tata kelola pertambangan. Namun penelitian tersebut bersifat

lokal dan kontekstual, sedangkan penelitian ini bersifat

nasional dan normatif dengan memusatkan analisis pada

11 Rizki Firdaus, Elita Rahmi, dan Raden Sarwani, “Kebijakan
Kawasan Tata Ruang Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Di
Provinsi Jambi,” Journal Evidence Of Law 4, no. 3 (2025).
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kepastian hukum izin usaha pertambangan sebagai instrumen
yuridis utama dalam pengaturan Minerba serta implikasinya

terhadap efektivitas kebijakan hilirisasi mineral dan batubara.

Keempat, artikel oleh Sonia R. Mokodompis, Fela
Warouw, Cynthia E. V. Wuisang. berjudul “Identifikasi
Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2013-2033”'?  menganalisis  kegiatan  pertambangan
berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan rencana tata ruang
wilayah melalui pendekatan teknis dan spasial. Penelitian ini
tidak mengkaji persoalan pertambangan dan tata ruang secara
normatif-yuridis, melainkan berfokus pada aspek teknis
perencanaan dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu,
penelitian ini belum membahas implikasi yuridis dari praktik
pertambangan yang tidak sesuai dengan tata ruang, serta belum
menjelaskan relasi normatif antara regulasi pertambangan dan
regulasi penataan ruang. Berbeda dengan penelitian tersebut,
tesis ini mengkaji persoalan pertambangan dan tata ruang
secara normatif dengan menelaah konflik norma antara
Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Penataan

Ruang, khususnya terkait legitimasi pengesampingan rencana

2 Sonia R Mokodompis, dkk, “Identifikasi Kegiatan
Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033,” Sabua: Jurnal
Lingkungan Binaan Dan Arsitektur 11, no. 2 (2022).
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tata ruang melalui penetapan WIUP dalam konteks kebijakan

hilirisasi dan implikasinya terhadap asas kepastian hukum.

Kelima, artikel oleh Muhammad Hardi, dan Mussadun.
berjudul “Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan
terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten
Pidie”*® menempatkan tata ruang sebagai instrumen
pengendalian administratif terhadap kegiatan pertambangan
ilegal dengan pendekatan empiris. Penelitian ini tidak
mengkaji persoalan tata ruang dan pertambangan dalam
perspektif normatif-yuridis, melainkan menitikberatkan pada
aspek implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Dengan
demikian, penelitian ini belum membahas bagaimana desain
norma dalam regulasi pertambangan dapat berkontribusi
terhadap melemahnya kedudukan rencana tata ruang. Berbeda
dari penelitian tersebut, tesis ini secara khusus mengkaji
konflik norma antara regulasi hukum pertambangan dan
regulasi hukum penataan ruang, serta menjelaskan batasan
normatif pengecualian tata ruang yang seharusnya bersifat

limitatif, seperti dalam konteks proyek strategis nasional.

Keenam, artikel oleh Waheeda binti H. Abdul Rahman,
dan Ali Mutakin berjudul “Figh Ekologi Upaya Merawat

13 Muhammad Hardi dan Mussadun Mussadun, “Pengendalian
Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan
Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie,” Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota
12, no. 1 (2016).
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Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Magqasid Syariah™*
membahas isu lingkungan hidup dengan menggunakan
maqasid syariah sebagai kerangka etik dan normatif dalam
Islam. Kajian ini menekankan pentingnya perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat serta mengkritik
praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak. Namun
demikian penelitian ini tidak mengkaji persoalan lingkungan
dan pertambangan dalam kerangka normatif yuridis hukum
positif melainkan berfokus pada dimensi konseptual dan moral
keagamaan. Akibatnya artikel ini belum menjelaskan relasi
antara prinsip magqasid syariah dan konflik norma dalam
peraturan perundang undangan khususnya ketika regulasi
pertambangan berpotensi mengesampingkan rencana tata
ruang. Berbeda dengan penelitian tersebut tesis ini mengkaji
persoalan lingkungan dan pertambangan secara normatif
dengan menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka
analisis untuk menilai ketidakpastian norma dalam hubungan
antara Undang Undang Minerba dan Undang Undang

Penataan Ruang.

Ketujuh, artikel oleh Yuli Azaharah dan Fidia
Ameliyah berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat

14 Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, “Figh
Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Magqashid
Syariah,” Syariah: Journal of Figh Studies 1, no. 2 (2023)
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Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqasid Syariah™®
mengkaji dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan
pertambangan dengan menggunakan maqasid syariah sebagai
alat evaluasi etis terhadap praktik pertambangan. Penelitian ini
menitikberatkan pada identifikasi dampak ekologis serta
urgensi pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan
berkelanjutan. Namun penelitian ini tidak mengkaji konflik
norma dalam sistem hukum positif serta tidak membahas
kedudukan rencana tata ruang dalam struktur hukum perizinan
pertambangan. Dengan demikian artikel ini  belum
menjelaskan bagaimana ketidakpastian norma dalam regulasi
pertambangan dapat berkontribusi terhadap kerusakan
lingkungan secara struktural. Berbeda dari penelitian tersebut
tesis ini secara khusus mengkaji konflik norma antara regulasi
hukum pertambangan dan regulasi hukum penataan ruang
serta menjelaskan implikasinya terhadap perlindungan
lingkungan dalam perspektif maqasid syariah dan asas

kepastian hukum.

Kedelapan, artikel oleh Muhammad Sofwan Jauhari
berjudul “Penerapan Prinsip Magqashid Syariah dalam
Perundang Undangan di Indonesia” mengkaji penerapan

maqgashid syariah dalam sistem perundang undangan

> Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, “Analisis Dampak
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maghashid
Syariah,” Jurnal Media Akademik (JMA) 3, no. 5 (2025).
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Indonesia dengan pendekatan normatif dan sosio legal serta
menyoroti kesenjangan antara konsep maqashid syariah dan
praktik implementasinya. Penelitian ini menempatkan
magqashid syariah sebagai kerangka umum dalam
pembentukan hukum, namun tidak diarahkan pada analisis
konflik norma dalam sektor hukum tertentu dan tidak
membahas ketegangan antar regulasi sektoral secara spesifik.
Oleh karena itu, kajian ini belum menjelaskan bagaimana
maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai konflik
norma dalam bidang pertambangan dan penataan ruang.
Berbeda dengan penelitian tersebut, tesis ini secara khusus
menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis
normatif untuk mengkaji konflik norma antara Undang
Undang Minerba dan Undang Undang Penataan Ruang serta
implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan

lingkungan.
F. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen dasar dalam rule of
law atau negara hukum. Karena dalam pembentukan aturan
hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu

kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah
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kepastian hukum.’® Secara normatif, kepastian hukum
dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-
undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.!’
Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur
dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan
keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan
berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma
yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat
disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan
kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan
aturan  hukum.® Maka kepastian hukum yang
sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan

dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.*®

Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum

(Rechtssicherheit) sebagai salah satu dari tiga nilai utama

16 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman
Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran
Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1 (2019), him. 14.

17 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Y ogyakarta: Penerbit
Dani, 2020), him. 46-47.

18 Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat,
Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikivan Hukum Indonesia Hingga
Metajuridika Di Metaverse (Prenada Media, 2024), him.180.

19 Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian
Hukum Menurut Para Ahli,” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 11
(2021), him. 62.
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hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga
ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian
hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi
sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya
terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan
tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam
peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.?
Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa
adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus
diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian yang
pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat
ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian
kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum
yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif.?!

Teori kepastian hukum relevan digunakan dalam
penelitian ini untuk menilai sejauh mana pengaturan

penetapan WIUP dalam regulasi pertambangan dan regulasi

2 Ibid, hlm. 58.

2L R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji
Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-
Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016), him.194.
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penataan ruang memberikan kejelasan norma, konsistensi
pengaturan, serta kepastian akibat hukum dalam praktik
perizinan pertambangan. Penelitian tidak hanya mengkaji
mekanisme penetapan WIUP secara prosedural, tetapi juga
menelaah apakah konstruksi norma dalam regulasi Minerba
dan tata ruang telah tersusun secara harmonis atau justru
menimbulkan disharmoni yang berpotensi menciptakan
ketidakpastian hukum. Teori kepastian hukum dalam
penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk
mengidentifikasi kelemahan harmonisasi antarperaturan
sekaligus menilai kebutuhan rekonstruksi pengaturan
WIUP agar lebih jelas, konsisten, dan mampu menjamin
kepastian hukum dalam sistem perizinan pertambangan di

Indonesia.
. Teori Maqashid Syar’iah

Secara etimologi, terma ‘Magqasid’ berasal dari bahasa Arab
(maqasid) yang merupakan bentuk jamak dari kata
(magshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip,
tujuan. Magqosid syariah dipahami sebagai tujuan dasar
yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam
mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam
tradisi ushul figh, maqosid syariah secara klasik
dirumuskan dalam lima prinsip perlindungan utama yang

dikenal sebagai al-daruriyyat, yaitu hifz  al-din
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(perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz
al-‘agl ( perlindungan akal), hifz al-nas! (perlindungan
keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Kelima
prinsip ini menjadi fondasi normatif yang menjelaskan
bahwa tujuan hukum Islam tidak berhenti pada kepatuhan
formal terhadap teks, melainkan berorientasi pada
penjagaan martabat manusia secara utuh. Pendekatan
maqosid memungkinkan terjadinya dialog antara teks
normatif dan realitas empiris, sehingga hukum Islam dapat
menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di

tengah-tengah masyarakat.??

Magqasih dirumuskan kembali di era kontemporer,
karena perkembangan masyarakat modern menghadirkan
tantangan yang semakin kompleks dan melampaui konteks
sosial ketika maqosid klasik dirumuskan. Persoalan seperti
eksploitasi sumber daya alam, krisis lingkungan hidup, dan
ketimpangan struktural mendorong para pemikir hukum
Islam kontemporer untuk memperluas cakupan maqosid
syariah. Maka maqashid syari’ah yang digunakan dalam
penelitian ini merujuk pada konsep maqasid kontemporer,
seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda dan Yusuf

Qardhawi. Konsep maqashid kontemporer ini berupaya

22 Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan
Sosial,” Jurnal Asas, 11, no. 2 (2019), hlm. 151.
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menggeser paradigma maqasid dari pendekatan yang
bersifat “penjagaan” (hifz) dan “perlindungan” yang
bersifat preventif, menuju pendekatan “pengembangan”
dan “pemenuhan hak-hak asasi” yang bersifat advokatif.?3
Pergeseran orientasi ini mendanai transformasi maqosid

dari fokus individual menuju fokus sosial dan ekologis.

Sementara itu, gagasan Yusuf Qardhawi digunakan
secara khusus untuk memperkuat konseptualisasi hifz al-
bi’ah. Yusuf Qardhawi melalui karyanya “Riayatul bi’ah fi
syartiatil Islam” menyebutkan bahwa kondisi lingkungan
hidup yang baik menentukan terwujudnya keseimbangan
alam. Manusia harus mengadopsi prinsip-prinsip agama
untuk menentukan perilaku mereka terhadap alam sehingga
kelangsungan dan ketersediaannya terjaga dengan baik.
Hifz al- bi'ah (pelestarian lingkungan) sama pentingnya
dengan menjaga kulliyat al-khamas (lima prinsip dasar
yang harus dipenuhi, yaitu melindungi agama, jiwa,

keturunan, akal, dan harta).®* Kerusakan lingkungan

23 Aghnia Atrha Aulia, dkk, “Sobung Sarka Dan Implementasi
Gerakan Zero Waste Di Kalangan Gen Z Di Kota Jember Dalam Perspektif
Hifz Al-Bi’ah Ala Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda,” Alhamra Jurnal
Studi Islam, Vol 6: 1, (2025), hlm. 100.

24 Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, dan Nur Syam,
“Hifdh Al-BrT’ah as Part of Maqasid Al-Shari’ah: Yasuf Al-Qardawy’s
Perspective on the Environment in Ri’ayat Al-BT’ah Fi Shar’ah Al-Islam
Book,” in AIP Conference Proceedings, (2021), hlm 5.
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dipandang bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomi,
melainkan sebagai persoalan moral dan hukum yang
bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah di
bumi. Hifz al-bi’ah dalam konteks ini memiliki kedudukan
strategis karena menopang terlaksananya prinsip-prinsip

magqosid lainnya.

Teori magqashid syari’ah dalam penelitian ini
digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai
orientasi kemaslahatan dalam pengaturan penetapan WIUP.
Perspektif magashid memungkinkan analisis tidak hanya
berhenti pada aspek legal-formal dari regulasi
pertambangan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan
tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga
kemaslahatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks ini, konsep hifz al-bi’ah menjadi relevan
untuk menilai apakah mekanisme penetapan WIUP telah
memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan
keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari
kemaslahatan publik. Kerangka maqashid dengan demikian
membantu  mengkaji  apakah  konstruksi  regulasi
pertambangan di  Indonesia telah  mencerminkan
keseimbangan antara kepentingan eksploitasi sumber daya
alam, perlindungan lingkungan hidup, serta keadilan antar

generasi.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam
penelitian.?® Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini
menggunakan penelitian  yuridis normatif dengan
menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan perizinan pertambangan dan hilirisasi
minerba, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU
No. 4 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan

pelaksa lainnya.

2. Sifat Penelitian

% Dyah Ochtorina Susanti, dkk, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2015), him. 19.
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang berfungsi
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis
dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini
penulis menjabarkan serta menganalisis data terkait

perizinan pertambangan minerba.
3. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada pembagian pendekatan penelitian
menurut Peter Mahmud Marzuki, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach)

dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah
semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang diteliti.?® Dalam penelitian
ini peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU
No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4

% Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 133.
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Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
. Pendekatan konseptual (conseptual approach)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan
melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini merujuk pada
konsep kepastian hukum terkait perizinan pertambangan
dan hilirisasi minerba. Selain itu penelitian ini juga
menggunakan konsep keislaman yaitu maqashid

syari’ah.
Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan
membandingkan pengaturan dalam regulasi
pertambangan mineral dan batubara dengan regulasi
penataan ruang. Perbandingan ini bertujuan untuk
melihat tingkat harmonisasi norma hukum, khususnya
dalam pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) dan keterkaitannya dengan

rencana tata ruang wilayah.
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4. Sumber Hukum

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data
sekunder. Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau
pendukung data primer. Data ini mencakup berbagai
sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang
berbentuk laporan dan memiliki relevansi dengan objek
penelitian. Sedangkan sumber hukum yang digunakan

yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir.,
ataupun penelitian tentang fakta media yang diketahui
maupun mengenai suatu gagasan. Adapun bahan hukum
primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang
(UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.
4 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan = Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan

peraturan pelaksana lainnya. Selain itu penulis juga
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menggunakan kitab Riayatul bi’ah fi syariatil islam

sebagai sumber hukum utama teori magashid syari’ah.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang
berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan
adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak
perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara
langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar
belakang penelitiannya. Bahan hukum sekunder
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi
buku-buku, sampai tentang perizinan pertambangan,

perencanaan tata ruang minerba.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode pengumpulan data melalui studi
dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan
dokumenter yang tertulis berupa buku, artikel, dan media
masa yang kredibel. Bahan juga dapat berasal dari
pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku atau

naskah  yang  dipublikasikan  untuk = kemudian
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diinterpretasikan, dianalisis, digali dan merelevansikan

dengan penelitian tersebut.?’

H. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan berfungsi memudahkan
pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini,

maka susunan dan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di
dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang
masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan yang berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori mengenai kerangka
penelitian. Pembahasan pertama berfokus pada teori kepastian
hukum yang meliputi pengertian kepastian hukum, prinsip-
prinsip dan tujuan dari kepastian hukum, serta penerapannya
dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.
Selanjutnya, juga membahas teori maqgashid syariah sebagai
landasan normatif dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan
ini mencakup konsep maqashid syariah klasik, perkembangan
magqashid syariah kontemporer, serta konsep hifz al-bi’ah

(riayatul bi’ah) sebagai bentuk pembaruan dalam kajian

27V Wiratna Sujarweni, “Metodelogi Penelitian,” (Yogyakarta:
Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 23.



29

magqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan

dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bab ketiga membahas perubahan dan perkembangan
regulasi pertambangan mineral dan batubara serta regulasi
penataan ruang di Indonesia. Pada bidang pertambangan
dibahas pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 96
Tahun 2021, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 25 Tahun 2024,
serta UU No. 2 Tahun 2025. Adapun pada bidang penataan
ruang dibahas pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP
No. 5 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PP No. 42 Tahun
2021, PP No. 43 Tahun 2021, serta PP No. 28 Tahun 2025
sebagai kerangka regulasi yang berkaitan dengan pengaturan

pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha.

Bab keempat membahas kepastian hukum penetapan
WIUP dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah
pada regulasi mineral dan batubara di Indonesia. Pembahasan
diawali dengan penjelasan mengenai mekanisme penetapan
Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, dan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan regulasi
pertambangan dan penataan ruang. Selanjutnya, bab ini
menganalisis pengaturan penetapan WIUP berdasarkan
konsep kepastian hukum serta ditinjau dari perspektif

maqashid syari’ah.
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Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan
yang menggabungkan hasil dari bab ketiga dan bab keempat
yang akan diambil inti dari penelitian ini dan saran terhadap
permasalahan yang ada. Pada bab ini, berisi saran bagi

lembaga terkait.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan WIUP dalam regulasi pertambangan
diatur dalam UU No. 2 Tahun 2025, Secara prosedural,
penetapan WIUP diawali dengan penetapan WP, WUP
yang kemudian diturunkan menjadi WIUP melalui
mekanisme lelang atau penugasan, sebelum akhirnya
menjadi dasar penerbitan [UP. Namun demikian, dalam
keterkaitannya  dengan  regulasi  penataan  ruang
sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, UU Cipta Kerja beserta peraturan
pelaksanya, ditemukan perbedaan pendekatan normatif.
Regulasi tata ruang mewajibkan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang melalui mekanisme KKPR sebagai
prasyarat dasar perizinan berusaha. Sementara itu, regulasi
Minerba mengatur penetapan WIUP meskipun rencana tata
ruang belum tersedia. Konsekuensinya, terjadi pergeseran
posisi tata ruang dari instrumen preventif menjadi
instrumen yang dapat disesuaikan dengan kebijakan
sektoral pertambangan. Dengan demikian, mekanisme
penetapan WIUP dalam praktik normatif menunjukkan
adanya ketidakpastian norma regulasi, dari pendekatan

integratif berbasis tata ruang dalam regulasi OSS, dan
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pendekatan sektoral berbasis kepentingan pemanfaatan
sumber daya dalam regulasi Minerba. Disharmonisasi ini
menjadi sumber problematika kepastian hukum pada tahap
hulu perizinan pertambangan.

. Pengaturan penetapan WIUP berdasarkan tolok ukur teori
kepastian hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip
kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, dan
perlindungan terhadap potensi tindakan administratif yang
multitafsir. Ketidakharmonisan antara regulasi Minerba
dan regulasi penataan ruang menciptakan ambiguitas
mengenai kedudukan tata ruang dalam struktur perizinan
pertambangan. Hal ini berimplikasi pada melemahnya
kepastian penerapan hukum, khususnya ketika WIUP
dijadikan dasar pemanfaatan ruang tanpa terlebih dahulu
memastikan integrasi penuh dengan rencana tata ruang
wilayah. Problematika ini dari perspektif maqashid
syari’ah  kontemporer, khususnya dalam kerangka
pemikiran Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi, pengaturan
tersebut perlu diuji melalui prinsip kemaslahatan dan
perlindungan ekologis (hifz al-bi’ah). Penetapan WIUP
yang berpotensi mengesampingkan tata ruang dapat
menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jangka panjang,
yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga
keseimbangan alam serta melindungi keberlanjutan

generasi mendatang. Karena tata ruang sebagai instrumen
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pencegah kerusakan lingkungan merupakan bentuk riayah
yang mencakup perlindungan dan pelestarian. Regulasi
yang memberikan fleksibilitas berlebihan tanpa batasan
normatif yang tegas berpotensi mengabaikan prinsip
perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan
lingkungan (hifz al-bi’ah).

B. Saran

1. Harmonisasi normatif antara regulasi pertambangan dan
regulasi penataan ruang melalui penegasan hierarki dan
integrasi prosedural. Penetapan WIUP seharusnya secara
eksplisit mensyaratkan kesesuaian dengan rencana tata
ruang sebagai norma dasar, kecuali dalam kondisi limitatif
yang ditentukan secara ketat dan terukur. Pemerintah perlu
melakukan harmonisasi antara regulasi Minerba, regulasi
OSS, dan regulasi penataan ruang agar tidak terjadi
dualisme mekanisme yang membuka ruang interpretasi
berbeda di tingkat implementasi. Penegasan ini penting
untuk memastikan bahwa tata ruang tetap menjadi
instrumen preventif pengendalian lingkungan, bukan
sekadar instrumen administratif yang dapat disesuaikan
secara sektoral.

2. Negara dengan basis nilai religius yang kuat, integrasi
pendekatan maqasid syari’ah dalam pembentukan
kebijakan pertambangan perlu diperkuat, khususnya

melalui pengakuan eksplisit terhadap prinsip keberlanjutan
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ekologis (hifz al-bi’ah) sebagai parameter evaluasi
kebijakan publik. Penetapan WIUP tidak seharusnya
dipandang semata sebagai instrumen percepatan investasi
dan hilirisasi, tetapi sebagai keputusan strategis yang
menentukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi
dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, desain
regulasi ke depan perlu mengarah pada model pengelolaan
pertambangan yang tidak hanya pasti secara hukum, tetapi
juga maslahat secara sosial dan ekologis. Dengan demikian,
pembaruan pengaturan WIUP harus diarahkan pada
konstruksi hukum vyang integratif, konsisten, dan
berorientasi pada keberlanjutan, sehingga kebijakan
hilirisasi mineral dan batubara benar-benar selaras dengan
amanat konstitusi serta tujuan kemaslahatan jangka

panjang.
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